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ABSTRAK 

 
 

A. Nama : Maikel Wawoh 

B. NIM 2002190019 

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha dan Liason Officer Untuk 

Perusahaan Fasilitas Kawasan Berikat 

Fasilitas Kawasan Berikat sangatlah penting oleh karena ini adalah fasilitas 

terbaik yang ada dalam mendorong pertumbuhan Ekonomi Indonesia, dimana 

Pemerintah memberikan Fasilitas Fiskal dan Perpajakan bagi pelaku usaha atau 

Investor Asing maupun Lokal untuk berinvestasi di Indonesia dengan tujuan agar 

dapat memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat untuk menciptakan 

lapangan kerja dalam mengurangi penganguran, serta untuk memberikan daya 

saing kepada negara-negara tetangga yang juga sudah memberikan fasilitas di 

berbagai bidang demi manarik Investasi. Penulisan Tesis ini untuk mamahami tata 

laksana Kepabeanan di bidang Fasilitas Import dengan penangguhan Bea Masuk 

dan Pajak dalam Rangka Import (PDRI) untuk tujuan eksport sehingga Negara 

mendapatkan Devisa Hasil Eksport (DHE) dan pengusaha mendapatkan fasilitas 

penangguhan dan pembebasan Pajak. Metode Penelitian dalam penulisan Tesis ini, 

menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini disebut 

juga metode penelitian doctrinal, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau 

mengacu kepada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat 

dalam peraturan perundang – Undangan atau hukum positif. Penelitian ini 

menghasilkan kesimpulan yaitu, Pertama, Perlindungan hukum bagi Liasion 

Officer penting, karena yang ditunjuk untuk mewakili perusahaan untuk 

membangun, memelihara hubungan dan saling menguntungkan, memfasilitasi 

komunikasi dalam kegiatan antara dua orang dan antar Lembaga atau organisasi. 

Kedua, Peranan Liasion Officer dalam mengawasi pemasukan import barang ke 

fasilitas Kawasan Berikat, yang diatur oleh Undang – undang Nomor 17 

Tahun2006Atas Perubahan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementerian Keuangan, Peraturan 

Dirjen Bea dan Cukai serta data sekunder kepustakaan, Penulis akan meberikan 

gambaran dari pelanggaran yang terjadi di dalam Fasilitas Kawasan Berikat terkait 

dengan modus-modus pelenyeludupan, serta peran besar Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai dalam melakukan pengawasan dan pencegahan dari aktifitas pengusaha 

yang hanya ingin mengambil keuntungan dari Fasilitas Kawasan Berikat. 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengusaha, Liason Officer, Perusahaan 

Kawasan Berikat. 
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ABSTRACT 

a.  Name : Maikel Wawoh 

b.   NIM 2002190019 

c.   Title : Legal Protection For Entrepreneurs And Liason Officer 

For Bonded Zone Facility Companies 

 
The Bonded Zone Facility is very important because it is the best available 

facility in encouraging Indonesia's economic growth, where the Government 

provides Fiscal and Taxation Facilities for business actors or Foreign and Local 

Investors to invest in Indonesia with the aim of being able to provide economic 

impact to the community to create fields. work in reducing unemployment, as well 

as to provide competitiveness to neighboring countries which have also provided 

facilities in various fields to attract investment. the writing of this thesis is to 

understand Customs management in the field of Import Facilities with the 

suspension of Import Duties and Taxes in the Context of Import for export purposes 

so that the State gets Export Proceeds and entrepreneurs get tax deferral and 

exemption facilities.,In writing this thesis, the author uses qualitative field research 

methods and for data the author uses the Customs Law, Government Regulation, 

Ministry of Finance Regulation, Regulation of the Director General of Customs and 

Excise as well as secondary literature data., The author will provide an overview 

of the violations that occurred in the Bonded Zone Facilities related to smuggling 

modes, as well as the big role of the Directorate General of Customs and Excise in 

supervising and preventing the activities of entrepreneurs who only want to take 

advantage of Bonded Zone Facilities. 

 
Keywords: Legal Protection, Entrepreneur, Liason Officer, Regional Bonded Zone 

Company. 


